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BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR lq TAHaN 2011

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang

Mengingat

BUPATI SAROLANGUN,

: a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten sarolangun Tahun 2006-2011
yang dijabarkan menjadi kegiatan, maka perru disusun dan
menetapkan 

_ 
Rencana Kerja pemerintah baerah Kabupaten

Sarolangun Tahun 2012;
b. bahwa untuk melaksanakan pasal 26 Ayat (2) undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunai
Nasional, d{q" rangka penyelenggaraan pemerintahan Dierah,
Pemerintah 

{abugatgl Sarorangun t i*r men}.,sun Rencana Kerja
Pemerintah l)aerah (RKPD) sebagai satu kesatuan yang utuh dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional ;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perru menetapkan pJraturan Bupati Sarolangun
tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Grfo) Kabupa:ten
Sarolangun Tahun 2012.

: 1. undang-undang Nomor !54 Tahun 1g9g tentang pembentukan
Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupateln Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 1999 Nomor lg2, Tambahan Lembaran N.gu.u
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagaimana tEurr
diubah dengan undang-Undang Nomor 14 Tahun looo tentang
Perubahan Atas undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentxri
Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupatei
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jab,ng Timur (Lem6aran
Negara Republik Indonesia Tahun zboo uomor gl, Tambahan

^ J-_enlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);2- Undang-undang Nomor 3g Tahun 2002 'ientang 
Komisi

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor r3i, Tambahan Lem6aran N.guru
Republik Indonesia Nomor 4250);

3. undang-Undang Nomor 17 Tah,n 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun- 2003 Nomor-47,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 42g6);4. Undang-Undang Nomor r rahu, 2004 tentang perbend aharaan
legara ([,embaran Negara Republik Indonesia tihun 2004 Nomor
5' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan perundang-undangan (Lembaran Neiara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Leilbaran Nrgu.u
Republik Indonesia Nomor 4359):

: .2/\.
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a42l);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tanlbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aS44);

9. undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 lrutrtang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4385);

11. Perafuran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor aTT;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 4r rahun 2007 tentartg organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
21, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 r7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RpJpD)
Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-202s (Lembaran Daeruh
Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 200g
tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2008 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03
Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07).

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-201 I ;

Memperhatikan :



Menetapkan

2. surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/136g/rr/Bangda
Tanggal 25 Maret 20ll tentang Rencana Kerja pemerintah oaerarr
Tahun 2012;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapi
kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nombr
21 Tahun 20ll tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SAROLANGI.IN TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN
SAROLANGTIN TAHTIN ANGGARAN 2012

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 
1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalahKabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adarah penyelenggaraafi urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah menurut arus oiorrorrri dan tugai pembantuan
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai
unsrtr penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah

DPRD Kabupaten Sarolangun.
6. Badan Perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

Bappeda adalah Badan perencanaan pimbarr unan Daerah
Kabupaten Sarolangun sebagai satuan Kerja perangk-at Daerah yang
bertanggungiawa! terhadap pelaksanain tugis dan n*grI
perencana"rul pembangunan di Kabupaten Sarolangun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APtsD adalah rencana keuangan tahunan pemerintairan"aaeran fiig
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dengan DirRD
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencaniuul daeiah,ntuk plrioie
5 (lima) Tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnya disingkat RKPD
adalah rencana pembangunan taiunan daerah yang merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 isatu)
tahun.

10. Kebijakan umum APBD yang seranjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja
daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan straregi pLncapaiannya
untuk periode I (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
flAS program prioritas dan patokan batas maksimai anggaran yang
diberikan kepada sKpD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

12. Perencanaan adalah suatu proses untuk meneritukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
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13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai *rri pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dun pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayawdaerah dalam jangka waktu
tertentu.

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunal yarlg selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

15. satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sKpD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
Anggaran/Pengguna B arang.

16. Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja-sKPD adalah Rencana pembangunan Tahunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode (satu)
tahun.

17. Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan rancangan APBD.

18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja perangkat Daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi
anggaran atau kegiatan masyarakal yang dikoordinasikan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peruratandanteknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan (output) dalam
bentuk barang dan jasa.

Pasal 2

(1). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun
2012 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2012 yang terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2012 danberakhir tanggal 3l Desemb er 2012.

(2). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten sarolangun
Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
merupakan penjabaran dari Rencana pembangunan- Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarorangun Tahun zooa-
20ll serta mengacu pada Rencana pembangunan Jangka panjang
Daerah (RPJP) Kabupaten sarolangun Tahun 2006 - 2025,Reniana
Kerja Pemerintah (RKp) Tahun 2ol2 dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2012, yang memuat Rancangan
Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka pendanaan, priorilas
dan sasaran Pembangunan, Rencana progam dan Kegiatan
Prioritas Daerah.

(3). 
fencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten sarolangun Tahun
2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berfungsi
sebagai:
a. Pedoman bagi Satuan Kerja perangkat Daerah untuk menyusun

Rencana Kerja SKPD (Renja-SKpD).
b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan

umum APBD (KU-APBD) dan prioritas plafon Anggaran
Sementara (PPAS).



(2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam aryat (l), disampaikankepada Badan perencanaan p"mburgurrui-.'O)"ruf, 
(Bappeda)Kabupaten Sarorangun paling rambat rii"*rio.,as) hari setelahberakhirnya triwulan yurg b"isungkutan.(3)' Laporan Kinerja -""juaI -*rr.I" au, uutr, pertimbangan bagianalisis dan evaluasi usuran anggaran tahun berikutnya yangdiajukan oleh SKpD yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

pasal 7

Kepala Badan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten sarorangunwajib meneraah kesesuaian antararEtijur.u, u-;;pB-D (KU A,BD),Prioritas plafon Anggaran S";;;1;ru_ A.BD (ppAS A.BD), danRencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (RKA_SKPD) Tahun 20*12_h;l p"rrUut uru, b"..u*u "O"*u, perwakilanRakyat Daerah (Dp,l?lXaUipute, 
-S*olrrg* 

a"rg*'nencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) f in"oZitZ.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

pasal g

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang 
lapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengai p"n"rlpu,urrrryu dalam Berita DaerahKabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

lPadatanggalg 
-B-2}ll

{Farerr sytoL^NGUN

{ /4r/c
H. CEK ENDRADiundangkan di Sarolangun

Pada tanggat 3.$,8- 2Ot1

S DAERAH

Pembina UtamE NIP. 19550406 198203 I 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2011 NOMOR ltl
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